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ABSTRAK 

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejaheraan 

masyarakat. Dengan tingginya penyerapan tenaga kerja akan membantu masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya melalui upah yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh dari investasi swasta, investasi publik, serta Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap 

penyerapan tenaga kerja  pada tahun 2011-2015 di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data 

time-series dari tahun 2011-2015 dan data cross-section provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu 

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten. Model analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

investasi swasta di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Pulau Jawa. Sedangkan investasi publik di Pulau Jawa dan UMP di Pulau Jawa 

masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau 

Jawa. 

Kata Kunci : Investasi swasta, investasi publik, UMP, penyerapan tenaga kerja. 

  

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya banyak indikator 

yang dapat digunakan. Salah satunya adalah kemampuan daerah dalam mengatasi masalah 

ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan itu sendiri seperti ketersediaan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat yang telah memasuki usia kerja. Menurut Mankiw, 1999 dalam Khusaini, 2006, 

pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, dan perkembangan teknologi merupakan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga kemampuan suatu daerah 

dalam mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dirasa 

sangat penting demi membantu perekonomian daerah tersebut. 

Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk dalam suatu daerah tentu akan semakin 

meningkat. Dengan semakin bertambahnya penduduk dalam suatu daerah maka penyediaan 

lapangan pekerjaan juga harus terus dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja dari penduduk 

yang telah semakin berkembang. Salah satu daerah yang terus mengalami perkembangan terutama 

dalam aspek kependudukannya adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Dengan padatnya 

penduduk di Pulau Jawa, maka sudah jelas persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Pulau 

Jawa tentu sangat tinggi. Hal tersebut juga tergambarkan dari data sebagai berikut: 

Tabel 1 : Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja, 2011-2015 

Provinsi 
2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

2015 

(%) 

DKI Jakarta 69.30 71.47 67.79 66.61 66.39 

Jawa Barat 61.34 63.64 62.82 62.77 60.34 

Jawa Tengah 70.15 71.26 70.43 69.68 67.86 

Jawa Timur 68.06 69.60 69.78 68.12 67.84 

Banten 65.61 65.17 63.55 63.84 62.24 

Sumber:BPS, diolah 
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Dalam lima tahun terakhir, di semua provinsi yang ada di Pulau Jawa persentase angkatan 

kerja terhadap penduduk usia kerjanya dapat dikatakan cukup besar. Dari data lima tahun terakhir, 

tidak ada yang berada di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk 

yang telah memasuki usia kerja merupakan angkatan kerja. Maka lebih dari separuh penduduk 

yang telah memasuki usia kerja membutuhkan lowongan kerja yang memadai untuk dapat 

menyerap tenaga kerja dengan banyak. 

 

Tabel 2 : Persentase Penduduk Bekerja Terhadap Angkatan Kerja, 2011-2015 

Provinsi 
% Bekerja / AK 

2011 2012 2013 2014 2015 

DKI Jakarta 88.31 90.33 91.37 91.53 92.77 

Jawa Barat 90.04 90.92 90.84 91.55 91.28 

Jawa Tengah 92.93 94.39 93.99 94.32 95.01 

D I Y 95.61 96.10 96.76 96.67 95.93 

Jawa Timur 94.62 95.89 95.70 95.81 95.53 

Banten 86.26 90.06 90.46 90.93 90.45 

Sumber:BPS, diolah 

Data di atas menunjukkan seberapa besar persentase penduduk yang telah bekerja terhadap 

keseluruhan jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa. Dengan angka yang sangat tinggi, maka dapat 

diartikan jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada di Pulau Jawa, jumlah orang 

yang telah bekerja masih jauh lebih besar. Hal tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja di 

Pulau Jawa yang dapat dikatakan tinggi.  

Menurut Sukirno (2000) dalam Sandika (2014), kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 

pendapatan nasional dan  taraf kemakmuran. Sedangkan menurut Prasojo (2009) dalam Sandika 

(2014), adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan 

menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang 

akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, 

investasi dirasa mampu untuk menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung tingginya 

penyerapan tenaga kerja. Investasi yang dimaksud sendiri ada 2 yaitu investasi swasta (private 

investment) dan investasi publik (public investment). Di Pulau Jawa sendiri menurut Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyumbangkan 54,4% dari keseluruhan jumlah investasi 

yang diterima oleh Indonesia. 

Selain itu dalam rangka menjaga kesejahteraan para tenaga kerja, di Indonesia terdapat suatu 

standar yang biasa dikenal dengan upah minimum. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor:PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam lingkup provinsi upah 

minimum biasa dikenal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). 

Tenaga kerja dengan upah merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. UMP dibuat 

untuk menjaga tenaga kerja agar mendapatkan hak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. 

Namun di lain sisi menurut Sholeh (2007), bila harga atau tingkat upah tenaga kerja naik, kuantitas 

tenaga kerja yang diminta akan menurun. Dengan demikian, suatu hal yang dimaksudkan untuk 

menjaga hak para tenaga kerja di sisi lain dianggap dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Di 

Pulau Jawa, sama halnya dengan daerah lain sudah sewajarnya setiap tahun tingkat UMP akan 

terus meningkat demi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.  

Dengan melihat beberapa aspek tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

pengaruh masing-masing aspek tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka disini peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Investasi Swasta, Investasi Publik, dan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2011-2015 

(Studi pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa)”. 
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B. TINJAUAN PUSTAKA 

Tenaga Kerja 

Istilah employment dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja to employ yang berarti 

menggunakan dalam suatu proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. 

Jadi employment berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan (Sandika, 2014). 

Sedangkan menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Sandika (2014), jumlah 

angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.  

Investasi 

Investasi menurut Vitalia (2014) merupakan pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam 

modal (perusahaan) untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia 

dalam perekonomian. Pertambahan  barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut 

menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di  masa yang akan datang. Adakalanya penanaman 

modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama telah aus dan perlu 

didepresiasikan (Sukirno, 2004 dalam Vitalia, 2014). 

Investasi Publik 

Menurut Sobri (1999) dalam Vitalia (2014) Investasi Pemerintah (Public Investment) biasanya 

bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

(nasional), seperti jalan raya, rumah sakit, pelabuhan, dan sebagainya. Investasi-investasi  seperti  

ini  sering  disebut  dengan  social  overhead  capital (SOC). Melihat dari pengertian Investasi 

Publik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Investasi Publik ini dapat diukur melalui besaran 

jumlah Belanja Modal dari Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD suatu daerah. 

Menururt Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Belanja Modal adalah pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran 

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, 

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) 

kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal 

Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan, serta Belanja Modal Fisik 

Liainnya.  

Investasi Swasta 

 Menurut Royan (2015), investasi swasta (private investment) terdiri dari investasi swasta 

domestik (domestic private investment) dan investasi swasta asing (foreign private investment). 

Maka, Investasi Swasta di suatu daerah dapat dilihat melalui nilai Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA) dari daerah tersebut. Menurut UU RI 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 

negeri. 

Upah Minimum 

Upah Minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-01/MEN/1999 Tentang 

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan 

tetap. Upah Minimum terdiri dari: 

1. UMR Tk.1 adalah upah minimum yang berlaku di satu propinsi.  

2. UMR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kotamadya atau 

menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.  

3. UMSR Tk.I adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu propinsi.  
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4. UMSR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah 

Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena 

kekhususan wilayah tertentu.  

Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja 
Teori Harrod-Domar dikenal dengan teori pertumbuhan. Menurut teori ini, investasi tidak 

hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Idris, 2016). Menurut 

Hukubun, 2015, Harrod-Domar berpendapat bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap 

permintaan maupun penawaran. Dalam jangka panjang, investasi akan menyebabkan kenaikan 

stock modal seperti jalan, pabrik dan lain-lain. Di dalam suatu perekonomian, investasi memiliki 

peranan penting karena setiap tambahan investasi akan menyebabkan kenaikan jumlah output yang 

diproduksi. Dengan semakin membesarnya kapasitas produksi atau naiknya jumlah output yang 

diproduksi maka tenaga kerja akan semakin dibutuhkan. Meningkatnya kebutuhan akan tenaga 

kerja demi meningkatkan jumlah output yang mampu diproduksi, maka permintaan akan tenaga 

kerja dari produsen atau perusahaan akan semakin besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

investasi mampu membuat banyak lowongan pekerjaan tersedia. Banyaknya lowongan pekerjaan 

tersebut menunjukkan tingginya penyerapan tenaga kerja.  

Hubungan Investasi Swasta dengan Penyerapan Tenaga Kerja  
Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tujuan penyelenggaraan 

penanaman modal, antara lain untuk: 

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 

2. menciptakan lapangan kerja; 

3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

4. meningkatkan  kemampuan  daya  saing  dunia  usaha nasional; 

5. meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi nasional; 

6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 

7. mengolah  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan 

dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan 

8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu dari beberapa tujuan di atas adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan 

demikian, adanya Investasi Swasta atau penanaman modal dari swasta ini memang memiliki 

tujuan dari awal untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja. 

Hubungan Investasi Publik dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Investasi Pemerintah Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:   

1. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, 

2. meningkatkan pendapatan daerah, 

3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dari pengertian serta fungsinya, dapa terlihat bahwa investasi yang dilakukan pemerintah 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mendukung perkembangan perekonomian 

daerah. Jika perekonomian daerah dapat berkembang maka lapangan pekerjaan yang mampu 

menyerap banyak tenaga kerja dianggap akan tersedia. Menurut Sandika (2014), peranan 

pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam 

pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan air yang 

merupakan kontribusi utama pengeluaran pemerintah  yang efisien untuk merangsang investasi 

sektor swasta. Pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong 

investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan 

kesempatan kerja.  

Hubungan UMP dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Sholeh (2007) permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan 

jumlah pekerja yang dikehendaki oleh  pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan 

tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang 

pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga 

kerja sangat bergantung dengan tingkat upah yang berlaku. Dengan demikian, tinggi rendahnya 
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penyerapan tenaga kerja juga sangat bergantung dengan tingkat upah yang berlaku. Menurut 

Maltus dalam Pangastuti, 2015, hubungan  upah  dengan  penyerapan tenaga kerja memiliki dua 

sisi yaitu upah dapat menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja  dan kenaikan upah juga dapat 

menaikan  penyerapan tenaga  kerja. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Untuk menganalisis tentang pengaruh investasi swasta, investasi publik, dan UMP terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa karena provinsi-provinsi yang 

ada di Pulau Jawa dirasa mengalami perkembangan baik dari sisi ekonomi maupun jumlah 

kependudukan yang cukup besar.  

Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja. 

Penyerapan tenaga kerja yaitu tingkat kemampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap para 

tenaga kerja, dengan kata lain persentase perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang berhasil 

memperoleh pekerjaan dan jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015. Untuk 

variabel independen dalam penelitian ini adalah Investasi Swasta yaitu jenis investasi yang 

dilakukan oleh swasta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba) di Pulau Jawa yang 

dapat dilihat dari nilai investasi PMDN serta PMA di provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 

2011-2015, Investasi Publik yaitu jenis investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang 

dapat dilihat dari belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing provinsi 

di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015, serta UMP yaitu tingkat upah minimum yang telah 

ditetapkan di masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015. 

Data dan Cara Pengembilan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data sekunder 

yang dimaksud adalah data besaran nilai investasi PMA serta PMDN Pulau Jawa tahun 2011-2015 

dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Besaran Belanja Modal dari provinsi-

provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari data Realisasi APBD 2011-2015 dari Statistik 

Keuangan Pemerintah Provinsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Besaran Upah 

Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa 2011-2015 yang diperoleh dari website resmi Badan 

Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Jumlah penduduk Pulau Jawa yang bekerja dan jumlah angkatan 

kerja di Pulau Jawa di tahun 2011-2015 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia. 

Model Analisis 

Dalam penelitian ini untuk  menganalisis  pengaruh  antara  variabel  independen  terhadap  

variabel dependen  menggunakan  model ekonometrika yaitu  dengan  alat  analisis  model  regresi  

linier  berganda dengan persamaan sebagai berikut : 

𝑃𝑇𝐾𝑖𝑡 =∝ +𝛽1𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑈𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝑒𝑖 
Keterangan: 

PTK  : Penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa 

IS  : Investasi Swasta di Pulau Jawa 

IP  : Investasi Publik di Pulau Jawa 

UMP  : UMP di Pulau Jawa 

α  : Konstanta 

β1,β2,β3 : Koefisien Regresi dari variabel yang digunakan 

ei  : Variabel Pengganggu 

i  : individu sampel 

t  : waktu 
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Pemilihan Model Estimasi 

Menurut Yamin (2011) analisis regresi dengan data panel dapat dilakukan dalam beberapa 

langkah: 

 

 

 

 

1. Common Effect Model 

Estimasi common effect ini dilakukan dengan hanya mengombinasikan data time series 

dan cross section dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). 

Persamaan model ini menjadi: 

𝑌𝑖𝑡 =∝ +𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 
2. Fixed Effect Model (FEM) 

Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) memperhitungkan kemungkinan adanya masalah 

omitted-variabels yang mungkin menyebabkan perubahan pada intersep time series atau 

cross-section. Dalam pendekatan FEM menambahkan variabel dummy untuk 

mengizinkan adanya perubahan intersep tersebut. Persamaan model ini menjadi: 

𝑌𝑖𝑡 =∝ +𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑑1𝑖 + 𝛽3𝑑2𝑖 + 𝛽4𝑑3𝑖 + 𝑒𝑖𝑡  
3. Random Effect Model (REM) 

Metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti halnya fixed effect, tetapi 

menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu. 

Model ini mengasumsikan bahwa setia variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi 

intersep tersebut bersifat random atau stokastik. Persamaan model ini menjadi:  

𝑌𝑖𝑡 =∝ +𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

Pemilihan Metode Estimasi 

Dalam melakukan estimasi data panel menurut Yamin (2011) dapat dilakukan dengan 

pengujian model sebagai berikut: 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model common effect atau model Fixed Effect 

Model (FEM) yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Apabila hasil 

yang diterima: 

  H0: Model common effect 

  H1: Model fixed effect 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model Random Effect Model (REM) atau 

model Fixed Effect Model (FEM) yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data 

panel. Apabila hasil yang diterima: 

  H0: Model random effect 

  H1: Model fixed effect 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah model Random Effect Model 

(REM) lebih baik dari model common effect. Apabila hasil yang diterima: 

  H0: Model common effect 

  H1: Model random effect 

Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah data yang ada telah mencapai asumsi BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimation) atau model yang telah terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. 

Keempat uji yang akan dilakukan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, serta 

uji heterokesdatisitas. 

Uji Statistik 

 Dalam melakukan estimasi dan menguji hipotesa dari data panel dilakukan melalui uji T 

(parsial), uji F (simultan), serta uji koefisien determinasi (R2). 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data serta pengujian hipotesis di penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model 

regresi liner berganda guna menganalisis pengaruh dari investasi swasta, investasi swasta, serta 

UMP terhadap penyerapan tenaga kerja. Analisis data ini dilakukan dengan bantuan program 

EViews 9 berdasarkan data-data besaran investasi swasta (PMDN dan PMA), investasi publik 

(Belanja Modal), UMP, serta penyerapan tenaga kerja (jumlah angkatan kerja yang bekerja) tahun 

2011-2015 pada enam provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari website resmi BPS. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji secara parsial maupun simultan. 

Dalam menguji hipotesis di data panel, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian untuk 

memilih model terbaik yang akan digunakan. Pengujian tersebut terdiri dari tiga cara yaitu Uji 

Chow dan Uji Hausman. Dari pengujian tersebut diperoleh model yang digunakan yaitu Fixed 

Effect Model (FEM). Model persamaan regresi yang diperoleh adalah: 

𝑃𝑇𝐾 = 1974.511 + 0,375540𝐼𝑆 + 0,0000388𝐼𝑃 + 0,000830𝑈𝑀𝑃 + 𝑒𝑖 

Model regresi tersebut berarti: 

1. Nilai konstan PTK sebesar 1974,511. Hal ini berarti saat nilai investasi swasta, investasi 

publik, serta UMP sama dengan nol maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami 

peningkatan sebesar 1974,511. 

2. Probabilitas IS sebesar 0.0614 (0.0614 > 0,05) dengan koefisien regresi dari IS sebesar 

0,375540. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Investasi Swasta di Pulau Jawa tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa.  

3. Probabilitas IP sebesar 0.0024 (0.0024 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa Investasi 

Publik di Pulau Jawa berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Pulau Jawa. Koefisien regresi dari IP (Investasi Publik) sebesar 0,0000388. Hal ini berarti 

setiap ada peningkatan investasi publik sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja akan ikut 

meningkat pula sebesar 0,0000388% dengan anggapan bahwa variabel investasi swasta dan 

UMP adalah konstan.  

4. Probabilitas UMP sebesar 0.0083 (0.0083 < 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa Upah 

Minimum Provinsi di Pulau Jawa berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Koefisien regresi dari UMP sebesar 0,000830. Hal ini berarti 

setiap ada peningkatan investasi swasta sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja akan 

ikut meningkat pula sebesar 0,000830% dengan anggapan bahwa variabel investasi publik 

dan investasi swasta adalah konstan. 

5. Probabilititas [Prob (F-statistic)] sebesar 0.000051 (0.000051 < 0,05). Dengan demikian, 

berarti bahwa Investasi Swasta, Investasi Publik, Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa 

berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa secara 

simultan. 

6. Adjusted R-squared sebesar 0,666657. Dengan perolehan tersebut, maka berarti variabel IS, 

IP, dan UMP mampu menjelaskan variabel PTK sebesar 66,67% dengan error sebesar 

33,33% (100%-66,67% = 33,33%). 

Selain itu, dari hasil olahan data di atas juga didapat hasil penyerapan tenaga kerja di masing-

masing daerah. Dari data di atas terlihat bahwa koefisien dari DKI Jakarta sebesar 0,621160, Jawa 

Barat sebesar 2,640678, Jawa Tengah sebesar 2,020623, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 

0,112752, Jawa Timur sebesar 5,671717, Banten sebesar 1,518823. Dari perolehan tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah pada Provinsi Jawa Timur 

diikuti dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Pembahasan Penelitian 

Dari hasil analisis data di atas, diperoleh hasil bahwa Investasi Swasta di Pulau Jawa 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hasil 

penelitian ini selaras dengan penelitian dari Furqon (2014) dan Sandika (2014). Dalam penelitian 

Furqon (2014) menyatakan bahwa dan investasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. Sedangkan 

dalam penelitian Sandika (2014) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Pelalawan. 



 

8 
 

Telah diketahui sebelumnya bahwa Investasi Swasta terdiri dari Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Sandika (2014) negara-negara 

maju yang menanamkan modal di Indonesia memiliki faktor produksi yang padat modal, sehingga 

investasi yang mereka tanamkan di negara berkembang seperti Indonesia mengikuti teknik yang 

mereka kembangkan atau terapkan di negara asalnya yakni yang cenderung padat modal. Menurut 

Furqon (2014) sifat investasi padat modal cenderung mengakibatkan perusahaan berusaha mencari 

keuntungan maksimal dengan cara menekan biaya produksi salah satunya dengan cara mengganti 

sumber daya manusia  dengan keberadaan teknologi canggih yang dinilai lebih efisien. Faktor ini 

yang membuat investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Teknik padat modal cenderung mengandalkan pada kemajuan teknologi. Sehingga, dengan 

tersedianya teknologi yang lebih canggih dan memadai, sedikit demi sedikit kebutuhan tenaga 

kerja akan berkurang. Menurut BKPM, di Pulau Jawa investasi swasta dalam bentuk padat modal 

yang masuk sebesar 88% sedangkan untuk padat karya hanya 12%.  

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Investasi Swasta tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja berarti bertentangan dengan Teori Harrod-Domar. Harrod-

Domar dalam Hukubun (2015) berpendapat bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap 

permintaan maupun penawaran. Dalam jangka panjang, investasi akan menyebabkan kenaikan 

stock modal seperti jalan, pabrik dan lain-lain. Di dalam suatu perekonomian, investasi memiliki 

peranan penting karena setiap tambahan investasi akan menyebabkan kenaikan jumlah output yang 

diproduksi. Dengan semakin membesarnya kapasitas produksi atau naiknya jumlah output yang 

diproduksi maka tenaga kerja akan semakin dibutuhkan. Meningkatnya kebutuhan akan tenaga 

kerja tersebut menunjukkan tingginya penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, dalam penelitian ini 

Investasi Swasta justru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.  

Selanjutnya untuk Investasi Publik berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh hasil 

bahwa Investasi Publik di Pulau Jawa berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Pulau Jawa. Hasil dari penelitian ini serupa dengan penelitian dari Fatihudin 

(2012). Hasil dari penelitian tersebut adalah perubahan belanja modal pemerintah Surabaya, 

Kediri, Sidoarjo, Gresik memiliki kontribusi pula terhadap pengurangan nilai tambah ekonomi dan 

penurunan penyerapan tenaga kerja di  empat kab/kota hight economic Jawa Timur. Dalam 

penelitian tersebut berarti menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah tentu akan berpengaruh pada 

masyarakat di suatu daerah tersebut pula. Dengan tujuan utama dari setiap kegiatan pemerintah 

yang memang diutamakan untuk masyarakat maka pengaruh tentu akan secara langsung dirasa 

oleh masyarakat. Terlebih pada kegiatan semacam investasi seperti ini. Dengan adanya investasi 

pemerintah atau yang dapat digambarkan melalui Belanja Modal pemerintah maka hal tersebut 

merefleksikan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

memfasilitasi maupun membantu membangkitkan perekonomian masyarakat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan dari Investasi Pemerintah Daerah menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah, yaitu:   

1. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, 

2. meningkatkan pendapatan daerah, 

3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa Investasi Publik berpengaruh signifikan 

secara positif maka hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan dari Investasi Publik di atas. Investasi 

Pemerintah Daerah memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah. Jika 

perekonomian di daerah terus meningkat dan berkembang akibat semakin meningkatnya investasi 

dari pemerintah sendiri maka hal tersebut dapat membuat iklim ekonomi di daerah tersebut 

semakin baik. Dengan semakin membaiknya iklim ekonomi pada suatu daerah maka hal tersebut 

akan memberi efek positif pada usaha-usaha yang ada di daerah tersebut. Usaha-usaha yang ada 

pada suatu daerah tersebut akan turut berkembang seiring dengan perekonomian daerah tersebut 

yang semakin membaik. Perkembangan pada usaha tersebut pada akhirnya tentu akan 

meningkatkan permintaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang semakin 

meingkat akibat tingkat produksi yang meningkat pula. Maka, penyerapan tenaga kerja akan 

semakin besar pula dengan semakin tingginya permintaan akan tenaga kerja. 

Selanjutnya untuk UMP berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh hasil bahwa UMP di 

Pulau Jawa berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Malthus. Menurut Malthus dalam 

Pangastuti (2015), hubungan upah dengan penyerapan tenaga kerja memiliki dua sisi yaitu upah 

dapat menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja dan kenaikan upah juga dapat menaikan  penyerapan 

tenaga  kerja. Dalam kasus ini, kenaikan upah juga dapat menaikan penyerapan tenaga kerja. Hasil 

dari penelitian ini juga serupa dengan penelitian Cahyadi (2014) dan Pangastuti (2015). Kedua 

penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja.  

Menurut Budiawan (2012), upah yang terus meningkat akan membawa dampak positif pada 

penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya peningkatan upah tersebut para pengusaha akan 

berupaya untuk meningkatkan atau menambah jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya 

penambahan unit usaha secara otomatis akan menambah jumlah tenaga kerja pula. Selain itu, 

menurut Budiawan (2012), dengan jumlah upah yang semakin meningkat diharapkan dapat 

meningkatkan produktifitas dari para karyawan di suatu perusahaan sehingga perusahaan akan 

mampu untuk semakin mengembangkan usahanya. Menurut teori Pasar Kompetitif dalam 

Pratomo, 2011, jika upah minimum terus meningkat hingga berada di atas tingkat keseimbangan 

upah maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Kelebihan penawaran tenaga kerja ini 

yang dapat menyebabkan menngkatnya pengangguran pula. Sehingga, upah yang terus meningkat 

sewajarnya masih berada di bawah dari tingkat keseimbangan upah untuk menghindari adanya 

penurunan penyerapan tenaga kerja. Menurut International Labour Organization (ILO) mayoritas 

provinsi yang ada di Pulau Jawa tingkat pertumbuhan upah minimumnya berada di bawah rata-rata 

nasional. Tingkat pertumbuhan upah minimum rata-rata Nasional secara riil adalah 6,5%, untuk 

DKI Jakarta sebesar 12%, Jawa Barat sebesar 4%, Jawa Tengah sebesar 4%, DIY sebesar 1,5%, 

Jawa Timur sebesar 7%, dan Banten sebesar 2%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat 

upah minimum di keempat provinsi di Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta dan Jawa Timur masih 

berada di bawah dari keseimbangan upah di Indonesia. Sehingga, dengan meningkatnya upah 

minimum di Pulau Jawa tidak membuat penurunan permintaan tenaga kerja. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian serta pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Investasi Swasta di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Hal tersebut berarti saat terjadi peningkatan 

maupun penurunan Investasi Swasta di Pulau Jawa tidak akan berpengaruh terhadap 

peningkatan maupun penurunan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. 

2. Investasi Publik di Pulau Jawa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Hal tersebut berarti saat terjadi peningkatan Investasi Publik 

di Pulau Jawa akan berpengaruh terhadap peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau 

Jawa. 

3. Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Hal tersebut berarti saat terjadi peningkatan Upah 

Minimum Provinsi di Pulau Jawa akan berpengaruh terhadap peningkatan Penyerapan 

Tenaga Kerja di Pulau Jawa. 

Saran 

Dari hasil penelitian serta pembahasan di atas, maka terdapat  beberapa saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

1. Investasi Swasta di Indonesia terutama di Pulau Jawa dapat dikatakan cukup tinggi. Banyak 

investasi yang masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun pada umumnya 

banyak investasi-investasi yang berbentuk padat modal sehingga kebutuhan tenaga kerja 

akan mulai tergeser dengan keberadaan teknologi yang dirasa lebih efektif. Maka, untuk 

mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar lagi, disarankan pemerintah mampu 

untuk mendorong investasi pada sektor-sektor yang berbentuk padat karya. Sehingga 

kedepannya, dengan banyaknya investasi swasta yang masuk akan turut mendukung 

semakin tingginya penyerapan tenaga kerja. 

2. Investasi Publik atau yang dapat dilihat dari Belanja Modal masing-masing provinsi di 

Pulau Jawa berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Maka, disarankan pemerintah dapat terus mengoptimalkan dari 

penggunaan Belanja Modal tersebut. Dengan semakin meningkatnya investasi dari 
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pemerintah daerah sendiri diharapkan akan terus membantu dalam mendukung 

perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, tidak menutup kemungkinan 

investasi dari pemerintah akan membantu untuk menarik minat dari para investor swasta 

baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. 

3. Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut memiliki makna saat upah 

meningkat penyerapan tenaga kerja juga ikut meningkat. Dengan kondisi tersebut, maka 

pemerintah disarankan untuk terus memperhatikan dan mengawasi penetapan maupun 

pemberian upah dari masing-masing perusahaan. Dalam penetapan untuk kedepannya, 

pemerintah sebaiknya terus memperhatikan kebutuan dari para pekerja. Sehingga, 

perkembangan upah akan mengikuti perkembangan kebutuhan dari para pekerja. Dengan 

demikian, pekerja atau tenaga kerja akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan 

upah yang diterima. Dalam pemberlakuan upah minimum, pemerintah juga harus terus 

mengawasi apakah pemberian upah untuk para pekerja di tiap perusahaan telah memenuhi 

standard upah minimum yang telah ditetapkan sebelumnya. Jangan sampai terdapat 

perusahaan yang melanggar peraturan upah minimum yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tetap harus memperhatikan perusahaan-perusahaan 

yang tidak mampu memberikan upah sesuai dengan standard upah minimum. Hal tersebut 

bisa dilakukan melalui pengawasan secara tepat terhadap perusahaan-perusahaan yang 

mengajukan penangguhan dalam pembayaran upah minimum. 
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